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ABSTRACT 

Directors is the corporate organ responsible for managing the company so that if the company 

experiences a decrease in funds, directors can take action to transfer assets. However, there are 

occasions when director transfers company assets without approval RUPS, this research discusses 

how the directors' accountability for such transfers. The author uses normative research methods 

with the aim of understanding how directors' accountability for the transfer of company assets 

without RUPS. The research findings indicate that asset transfers conducted by the director without 

RUPS approval remain binding as long as other parties enter into agreements in good faith. 

Furthermore, any transfer of company assets without RUPS approval incurs full accountability on 

the part of the directors, whether it results in profit or loss. 

Keywords: Accountability; Directors; Transfer of Assets; RUPS. 

ABSTRAK 

Direksi merupakan organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan sehingga apabila 

perseroan mengalami penurunan dana, direksi dapat mengambil tindakan pengalihan kekayaan 

perseroan. Namun, ada kalanya direksi mengalihkan kekayaan perseroan tanpa melalui RUPS, 

sehingga dalam penelitian ini membahas bagaimana pertanggungjawaban direksi atas pengalihan 

kekayaan tanpa RUPS tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan 

penelitian untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban direksi terhadap pengalihan kekayaan 

perseroan tanpa RUPS. Hasil penelitian yang diperoleh ialah pengalihan kekayaan yang dilakukan 

direksi tanpa RUPS adalah tetap mengikat sepanjang pihak lain dalam perjanjian dilakukan dengan 

iktikad baik. Dan pengalihan kekayaan perseroan yang dilakukan tanpa RUPS akan 

dipertanggungjawabkan secara pribadi oleh direksi baik itu menimbulkan keuntungan ataupun 

kerugian. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Direksi; Pengalihan Aset; RUPS. 

A. PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU 

Perseroan Terbatas) mencabut peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas adalah badan 

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas saat 

ini adalah bentuk usaha berbadan hukum yang paling banyak digunakan pelaku-pelaku ekonomi. 

Perseroan Terbatas memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk mengalihkan 

perusahaannya kepada setiap orang dengan cara menjual saham yang dimiliki kepada pembeli. 

https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.
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Selain itu, Perseroan Terbatas memiliki perlindungan hukum yang jelas karena memiliki undang-

undangnya tersendiri sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. 

Merujuk Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas di atas maka elemen pokok yang harus 

dipenuhi untuk melahirkan perseroan sebagai suatu badan hukum, yakni: 1) merupakan persekutuan 

modal; berdiri berdasarkan perjanjian; 2) melakukan suatu kegiatan usaha; 3) lahirnya perseroan 

melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah (Harahap, 2019). Kata “perseroan” 

merujuk kepada modalnya yang terdiri atas sero atau saham, sedangkan kata “terbatas” merujuk 

kepada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada jumlah nominal saham yang dimiliki 

yaitu tidak melebihi nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Salah satu ciri yang 

membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari doctrine of separate 

legal personality yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau 

pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri (Sudarno, 2023). 

Perseroan Terbatas sebagai salah satu subjek hukum (rechtpersoon) memiliki status, 

kedudukan dan kewenangan yang dipersamakan dengan subjek hukum lainnya seperti manusia 

yang memiliki maksud dan tujuan dalam proses pendiriannya namun tidak dapat bertindak secara 

sendiri. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum namun tidak dapat melakukan perbuatan-

perbuatan hukum dengan sendirinya tanpa organ-organ perseroan yang bertindak untuk dan atas 

nama perseroan dan tanggung jawab badan hukum (Syarieif & Balqist, 2017). Perseroan Terbatas 

dikelola oleh manajemen perusahaan dan pengurus-pengurus yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 

angka 2 UU PT disebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham 

(selanjutnya disebut “RUPS”), direksi dan dewan komisaris. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 5 UU 

Perseroan Terbatas mengatur mengenai pengertian Direksi yaitu “Direksi adalah organ Perseroan 

yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” 

Beberapa tugas direksi yaitu memimpin dan mengurus perusahaan, menguasai dan juga 

mengurus mengenai kekayaan yang terdapat dalam perusahaan. Direksi merupakan satu-satunya 

organ perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, 

direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan 

perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan 

perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam 

anggaran dasar (Arifin, Sholeih & Sumriyah, 2023). 

Perseroan yang mengalami penurunan dana ataupun karena alasan-alasan lain dapat membuat 

direksi mengambil tindakan pengalihan aset. Terkait dengan penjualan aset perusahaan, 

https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.
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kewenangan tersebut diberikan kepada direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, maka 

yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum mewakili perseroan baik di dalam 

maupun di luar pengadilan termasuk jual beli aset perusahaan yaitu direksi. Apabila direksi terdiri 

atas lebih dari satu orang maka acuannya pada anggaran dasar perseroan yakni kewenangan 

diberikan kepada direktur utama maka yang bertindak adalah orang perorangan yang melekat pada 

jabatan sebagai direktur utama. Aset yang dimiliki oleh perseroan adalah kekayaan perseroan yang 

kemudian dicatat di dalam buku besar akuntansi perusahaan baik berbentuk materiil maupun 

immateriil (Musriansyah & Sihabudin, 2017).  

Aset perseroan merupakan harta kekayaan perseroan yang diperoleh baik dari pemegang 

saham yang disetorkan pada awal pendirian perseroan dengan perhitungan nilai nominal saham per 

lembar maupun diperoleh dari penghasilan atau keuntungan perseroan melalui pembelian aset atau 

dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, pengalihan aset harus dilaksanakan dengan penuh kehati-

hatian sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan maupun Undang-Undang Perseroan 

Terbatas (Abdullah, Barkatullah & Djumadi, 2019). Undang-undang telah memberikan kekuasaan 

dan kewenangan kepada direksi untuk melakukan pengelolaan perseroan. Namun, di balik itu, 

undang-undang juga memberikan tanggung jawab penuh secara pribadi kepada direksi atas 

kerugian perusahaan yang terjadi akibat kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya 

(Seityarini, Maheindrawati & Arini, 2020). 

Tindakan direksi dalam hal pengalihan kekayaan perusahaan pada dasarnya memerlukan 

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, dalam praktiknya terdapat keadaan di 

mana direksi melakukan pengalihan tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari RUPS. Tindakan 

direksi yang demikian dapat menimbulkan akibat hukum, baik terhadap direksi itu sendiri maupun 

terhadap perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas akibat hukum yang timbul apabila 

direksi melakukan pengalihan aset perusahaan tanpa persetujuan RUPS, serta sejauh mana 

pertanggungjawaban direksi terhadap tindakan pengalihan aset tersebut. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan tersebut, artikel penelitian ini diberi judul: “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban 

Direksi atas Pengalihan Aset Perusahaan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS)”. 

Dalam menunjang penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis 

untuk menentukan konsep sebagai dasar dari pelaksanaan artikel penelitian ini. Terdapat beberapa 

teori yang akan dipakai untuk membedah persoalan dalam penulisan artikel penelitian ini, yaitu: 

1. Teiori tanggung jawab hukum. 

Teori tanggung jawab hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa 

tanggung jawab hukum adalah: “seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 

https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.
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perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia 

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” (Reiligia & Reiligia, 

2019). Sedangkan menurut Salim, tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang 

dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan hukum (HS & Nurbani, 

2013). Berdasarkan pendahuluan yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan pengalihan kekayaan perseroan menjadi pertanggungjawaban direksi. Berkaitan 

dengan pertanggungjawaban tersebut, ada 3 (tiga) macam tanggung jawab hukum yang dimaksud 

dalam UU Perseroan Terbatas, yaitu: a. Accountability adalah tanggung jawab hukum yang 

berkaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan 

(Asikin & Suhartana, 2016); b. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility 

juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki 

atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya (Fujiansyah, 

2023); c. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga 

merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung 

jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau 

beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau 

pada masa yang akan datang (Utami & Sudiarawan, 2021). 

2. Doktrin Corporatei Opportunity 

Corporate Opportunity menjelaskan bahwa seorang direksi, komisaris atau pegawai perseroan 

lainnya maupun pemegang saham utama tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk 

mencari keuntungan pribadi manakala tindakan yang dilakukan tersebut sebenarnya merupakan 

perbuatan yang semestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisnisnya (Subagiyo, 

2015). Merujuk pada Pasal 92 UU Perseroan Terbatas ayat (1) disebutkan bahwa direksi 

menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 

tujuan perseroan. Kemudian pada Pasal 2 dijelaskan bahwa direksi berwenang menjalankan 

pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam 

undang-undang. Sehubungan dengan itu maka doktrin corporate opportunity ini mengharuskan 

direksi perseroan untuk melakukan tindakan yang berorientasi pada keuntungan, tetapi lebih dari itu 

ia wajib selalu taat pada ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, bersifat profesional dan memperhatikan kepentingan 

stakeholder dan shareholder (Dewi, 2018). 

Artikel penelitian ini didukung oleh State of The Art yang memiliki relevansi atau hubungan 

dengan konsep yang berbeda, penulis jadikan sebagai rujukan untuk memberikan hasil maksimal 

https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.
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dalam menganalisis permasalahan. Sehingga untuk membuktikan keaslian dari artikel ini maka 

artikel ini ini akan dibandingkan dengan artikel penelitian yang memiliki tema yang sama yaitu 

terkait dengan pertanggungjawaban direksi terhadap pengalihan aset kekayaan perseroan tanpa 

melalui RUPS, berikut penulis lampirkan 3 (tiga) artikel jurnal. Penelitian pertama berjudul 

“Pengalihan Kekayaan Perseroan yang Lebih Dari Lima Puluh Persen Jumlah Kekayaan Bersih 

Perseroan Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Tidak Mencapai Kuorum 

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas” oleh Sriwati (Sriwati, 2020). Penelitian ini 

memfokuskan pembahasan pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris dalam melakukan 

penyuluhan hukum terkait dengan pengalihan kekayaan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang 

Saham Luar Biasa yang tidak mencapai kuorum. Penyuluhan yang dilakukan oleh notaris 

melanggar ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas sehingga mengakibatkan konsekuensi yuridis 

terhadap perseroan tersebut. 

Artikel yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Kekayaan 

Perusahaan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Tanggal 22 Juli 2019 Nomor 1515K/PDT/2019)” yang ditulis oleh Bachtiar 

Noly Wijaya dan Siti Hajati Hoesin (Wijaya & Hoeisin, 2020). Penelitian ini memfokuskan 

pertanggungjawaban notaris yang membuat akta pengalihan kekayaan perusahaan tanpa persetujuan 

RUPS. Penelitian ini membahas keabsahan akta pengalihan kekayaan perseroan yang dibuat oleh 

notaris tanpa persetujuan RUPS bersamaan dengan perubahan pemegang saham dalam Anggaran 

Dasar perseroan yang belum berstatus badan hukum. 

Artikel dari Intan Nurul Arifin, Mahrus Sholeih dan Sumriyah (Arifin eit al., 2023) 

“Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pemindahan Hak Atas Saham Aset Tanpa Melalui RUPS”. 

Penelitian memfokuskan terhadap pemindahan hak atas saham aset perseroan tanpa melalui RUPS. 

Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak baik akta otentik maupun akta 

di bawah tangan. Penelitian ini membahas bagaimana tanggung jawab seorang direksi dan akibat 

hukum dari pengalihan hak atas saham tanpa melalui RUPS secara umum. Penulis akan membahas 

lebih spesifik bagaimana pertanggungjawaban direksi atas pengalihan aset kekayaan perseroan lebih 

spesifik sehingga penulis menjadikan penelitian ini menjadi bahan rujukan untuk melengkapi 

penelitian yang penulis teliti. 

Berdasarkan artikel penelitian tersebut di atas apabila dibandingkan dengan artikel yang 

ditulis oleh peneliti memiliki fokus pembahasan yang berbeda dengan tema yang sama yakni artikel 

peneliti lebih fokus membahas terkait pertanggungjawaban direksi atas pengalihan kekayaan 

perseroan tanpa melalui persetujuan RUPS, selain itu peneliti juga membahas terkait sah atau tidak 

nya perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi dikaitkan dengan UU Perseroan Terbatas 

https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.
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sehingga dapat disimpulkan bahwa artikel ini memiliki perbedaan dengan artikel penelitian di atas 

maka artikel ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel 

penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban direksi atas pengalihan kekayaan perseroan 

yang dilakukan tanpa melalui RUPS? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk 

pertanggungjawaban direksi atas pengalihan kekayaan perseroan yang dilakukan tanpa persetujuan 

RUPS. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian mengenai pertanggungjawaban direksi atas pengalihan kekayaan perseroan tanpa 

melalui termasuk jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mendasarkan pada aturan 

perundangan yang ada di Indonesia. Spesifikasi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang peraturan 

perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan 

hukum positif yang menyangkut permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, lalu melakukan 

analisis data yang diperoleh untuk dapat dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian 

tersebut (Soekanto & Mamudji, 2015). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu 

penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Penelitian kepustakaan (library research) ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang 

terdiri dari bahan hukum primer (primary sources) dan bahan hukum sekunder (secondary sources) 

yang pembahasannya terkait dengan pertanggungjawaban direksi atas pengalihan aset perseroan 

(Alhababy, 2016). Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, lalu dilakukan 

pengkajian secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan 

penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, 

karena sifat penelitian lebih menekankan pada analisis terhadap data sekunder yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan.. 

  

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pasal 2 UU Perseroan Terbatas mengatur jelas maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan 

yakni: “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan”. 

Berdasarkan ketentuan ini, setiap Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan 

usaha yang jelas dan tegas. Dengan demikian maksud dan tujuan itu merupakan dasar bagi direksi 

https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.
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mengadakan perjanjian dalam menjalankan bisnis. Direksi merupakan organ perseroan yang 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta 

mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.  

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) UU Perseroan Terbatas anggota Direksi diangkat oleh RUPS. 

Untuk menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 93 ayat 

(1) UU Perseroan Terbatas, yaitu: 1) Orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan 

hukum; 2) Tidak pernah dinyatakan pailit; 3) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris 

yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan 4) Tidak pernah 

dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima 

tahun sebelum pengangkatan.  

Menurut Fuady, Direksi perseroan pada dasarnya memiliki dua macam fungsi utama, yaitu:            

1) Fungsi manajemen, dalam arti Direksi memiliki tugas memimpin dan menjalankan perseroan; 

dan, 2) Fungsi representasi, dalam arti Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan 

(Lubis, 2018). Prinsip mewakili di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum 

terikat dengan transaksi atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk 

kepentingan perseroan. Dalam Perseroan Terbatas, Direksi memiliki tanggung jawab yaitu: Direksi 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta 

mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (persona standi in judicio) (Sinaga & 

Leistari, 2021). Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab 

menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan; Setiap anggota Direksi bertanggung 

jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.  

Perseroan yang mengalami penurunan dana ataupun karena alasan-alasan lain dapat membuat 

Direksi mengambil tindakan pengalihan aset. Terkait dengan penjualan aset perusahaan, 

kewenangan tersebut diberikan kepada Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, maka 

yang memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum mewakili perseroan baik di dalam 

maupun di luar pengadilan termasuk jual beli aset perusahaan. Aset perusahaan dalam UU 

Perseroan Terbatas dikenal dengan istilah “kekayaan perseroan”. Kekayaan Perseroan diatur dalam 

Pasal 102 ayat (1), yang dimaksud kekayaan Perseroan adalah semua barang milik Perseroan, yang 

meliputi: 1) Barang bergerak (roerend goed, movable property); 2) Barang tidak bergerak 

(onroerend goed, immovable property); 3) Barang berwujud (lichamelijke zaak, corporal property); 

4) Barang atau benda tidak berwujud (onlichamelijke zaak, incorporeal property). Jadi, kekayaan 

milik Perseroan menurut hukum meliputi semua barang bergerak, tidak bergerak, berwujud, dan 

tidak berwujud sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 503 dan Pasal 504 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). 
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Aseit peirseiroan meirupakan seigala seisuatu yang beirnilai yang dimiliki oleih peirusahaan yang 

biasanya diideintifikasi seibagai seitiap beinda yang dimiliki dan atau dikuasai oleih peirseiroan. Ada 

beibeirapa beintuk aseit/aktiva peirseiroan yakni: peirtama, curreint asseit (aseit lancar) adalah aseit yang 

sifatnya teimporeir dan dapat diubah beintuknya dalam waktu singkat; keidua, fixeid asseit (aseit teitap), 

adalah seitiap beinda yang digunakan untuk meinjalankan peirusahaan seihingga tidak dipakai habis 

ataupun diubah kei dalam beintuk uang tunai seilama peiriodei fiskal. Aseit ini tahan lama dan tidak 

seicara beirangsur-angsur habis dalam proseis produksi. Umumnya aseit ini keimbali dalam beintuk 

seimula deingan cara tidak seikaligus dalam satu kali peirputaran, meilainkan seicara beirtahap 

keimbalinya meilalui peinyusutan. Teitapi ada pula aseit teitap yang tidak habis dalam proseis produksi 

misalnya tanah, di mana di atasnya didirian bangunan-bangunan pabrik, dan untuk aseit ini tidak 

meingalami peinyusutan (Nurhayati, 2023). 

Meinurut Fuady, suatu peirseiroan teirbatas apabila ingin meilakukan peinjualan aseit harus 

meimeinuhi syarat-syarat seibagai beirikut: 1) Peirsyaratan inteirnal peirseiroan ini meirupakan 

peirsyaratan yang diteitapkan oleih peirseiroan seicara inteirnal dan beirlaku juga seicara inteirnal. 

Keiteintuan inteirnal peirseiroan dapat dilihat dalam anggaran dasarnya atau dokumein-dokumein 

inteirnal lainnya, seipeirti sharei holdeir agreieimeint. Dalam anggaran dasar, biasanya diteintukan bahwa 

jika peirseiroan ingin meingalihkan aseitnya yang dianggap peinting, hal teirseibut dapat dilakukan oleih 

Preisidein Direiktur atau Deiwan Direiksi deingan peirseitujuan Deiwan Komisarisnya atau atas 

peirseitujuan RUPS; 2) Peirsyaratan eiksteirnal peirseiroan adalah seitiap peirsyaratan yang teilah dibuat 

oleih peirseiroan deingan pihak luar, yang harus dipeinuhi oleih peirseiroan jika heindak meingalihkan 

aseit-aseitnya. Misalnya jika peirjanjian kreidit deingan pihak luar, maka seitiap peiralihan aseit 

peirseiroan harus meindapat izin dan pihak kreiditur; 3) Peirsyaratan eiksteirnal non peirseiroan adalah 

peirsyaratan atau formalitas yang diharuskan oleih hukum atas transaksi-transaksi peiralihan hak, 

tanpa meimpeirhatikan apakah transaksi yang beirsangkutan dilakukan oleih peirseiroan atau pribadi. 

Misalnya jika aseit yang akan dialihkan itu adalah beinda beirupa tanah, maka peiralihan haknya harus 

dilakukan di deipan Peijabat Peimbuat Akta Tanah (PPAT), dan peiralihannya wajib didaftarkan di 

Kantor Peirtanahan; 4) Peirsyaratan dan UU Peirseiroan Teirbatas, beirdasarkan Pasal 88 ayat (1) UU 

Peirseiroan Teirbatas bahwa Direiksi wajib meiminta peirseitujuan RUPS untuk meingalihkan atau 

meinjadikan jaminan utang seiluruh atau seibagian beisar keikayaan peirseiroan. Keiputusan RUPS 

teirseibut sah apabila dihadiri oleih peimeigang saham yang meiwakili paling eidikit ¾ (tiga peireimpat) 

bagian dan jumlah seiluruh saham deingan hak suara yang sah dan diseitujui oleih paling seidikit ¾ 

(tiga peireimpat) bagian dan jumlah suara teirseibut Pasal 88 ayat (3). Peiralihan aseit juga harus 

diumumkan dalam dua surat kabar harian teirhitung seijak peirbuatan hukum teirseibut dilakukan 

(Fuady, 2002). 
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Salah satu keiwajiban yuridis yang harus dilaksanakan Direiksi adalah keiwajiban meiminta 

“peirseitujuan” RUPS untuk: 1) Meingalihkan keikayaan Peirseiroan; 2) Meinjadikan jaminan utang 

keikayaan Peirseiroan. Seibagaimana dalam Pasal 102 UU Peirseiroan Teirbatas meingatur: Direiksi wajib 

meiminta peirseitujuan RUPS untuk meingalihkan keikayaan Peirseiroan atau meinjadikan jaminan utang 

keikayaan Peirseiroan. Yang meirupakan leibih dari 50% (lima puluh peirsein) jumlah keikayaan beirsih 

Peirseiroan dalam 1 (satu) transaksi atau leibih, baik yang beirkaitan satu sama lain maupun tidak; 

Transaksi seibagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi peingalihan keikayaan beirsih 

Peirseiroan yang teirjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang leibih lama 

seibagaimana diatur dalam anggaran dasar Peirseiroan. 

RUPS adalah leimbaga yang meiwadahi para peimeigang saham (stockholdeir, aandeieilhourdeir) 

dan meirupakan organ peirseiroan yang meimeigang keikuasaan teirtinggi dan meimeigang keiweinangan 

yang tidak diseirahkan keipada Direiksi dan Komisaris seibagaimana diteintukan dalam Pasal 1 Angka 

4 UU Peirseiroan Teirbatas. UU Peirseiroan Teirbatas seindiri seicara jeilas meingatur bahwa seitiap 

peirseiroan teirbatas wajib meilakukan RUPS seitidaknya seitahun seikali. Kareina dalam meilaksanakan 

keigiatan peirseiroan teirbatas, direiksi meimiliki keiweinangan yang sangat luas kareina direiksi 

meilaksanakan tugasnya seibagai reipreiseintasi dan keipeingurusan peirseiroan teirbatas dan dipeirlukan 

suatu kontrol bagi keiweinangan yang dimiliki Direiksi teirseibut yaitu deingan kontrol keiweinangan 

yang dilakukan oleih RUPS seibagai peimeigang keikuasaan teirtinggi dalam peirseiroan teirbatas (Nuha, 

Istianah & Sumriyah, 2023).  

Beirdasarkan keiteintuan Pasal 76 UU Peirseiroan Teirbatas, RUPS dapat diadakan di teimpat 

keidudukan peirseiroan atau di teimpat peirseiroan meilakukan keigiatan usahanya yang utama 

seibagaimana diteintukan dalam anggaran dasar, RUPS peirseiroan teirbuka dapat diadakan di teimpat 

keidudukan bursa dimana saham peirseiroan dicatatkan, RUPS juga dapat diadakan dimanapun jika 

dalam RUPS hadir dan/atau diwakili seimua peimeigang saham dan seimua peimeigang saham 

meinyeitujui diadakannya RUPS deingan ageinda teirteintu. Teimpat RUPS dilakukan harus teirleitak di 

wilayah neigara Reipublik Indoneisia. Dalam hal RUPS tidak diadakan di teimpat keidudukan ataupun 

di teimpat peirseiroan meilakukan keigiatan usahanya maka keiputusan hanya dapat diambil bila 

keiputusan teirseibut diseitujui deingan suara bulat. 

Teirkait deingan kuorum atau keihadiran dan peingambilan keiputusan RUPS atas peirseitujuan 

peingalihan atau peinjaminan keikayaan peirseiroan, tunduk dan meirujuk pada Pasal 89 UU Peirseiroan 

Teirbatas yaitu: 1) Kuorum keihadiran dan peingambilan keiputusan pada RUPS peirtama yang mana 

kuorum keihadiran paling seidikit ¾ (tiga peireimpat) bagian dari jumlah seiluruh saham deingan hak 

suara, hadir atau diwakili dalam RUPS dan peingambilan keiputusan sah jika diseitujui paling seidikit 

¾ (tiga peireimpat) bagian dari jumlah suara yang dikeiluarkan; 2) Kuorum keihadiran dan 
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peingambilan keiputusan pada RUPS keidua yang mana kuorum keihadirannya 2/3 (dua peirtiga) 

bagian dari jumlah seiluruh saham deingan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS dan 

peingambilan keiputusan sah apabila peirseitujuan paling seidikit ¾ (tiga peireimpat) bagian dari jumlah 

suara yang dikeiluarkan; dan 3) Kuorum keihadiran RUPS keitiga beirdasar peineitapan keitua 

peingadilan neigeiri yang mana apabila kuorum RUPS keidua tidak teircapai, dapat dilakukan RUPS 

keitiga deingan cara peirseiroan meingajukan peirmohonan keipada Keitua Peingadilan Neigeiri agar 

diteitapkan kuorum keihadiran RUPS keitiga. 

Pasal 102 ayat (1) UU Peirseiroan Teirbatas meineintukan bahwa kuantitas atau ambang yang 

wajib meiminta peirseitujuan RUPS, adalah: 1) Apabila jumlah beisarnya keikayaan yang akan 

dialihkan atau digunakan itu “leibih” dari 50% (lima puluh peirsein) dari jumlah keikayaan beirsih 

Peirseiroan dalam 1 (satu) transaksi atau leibih, baik yang beirkaitan satu sama lain maupun tidak;                  

2) Yang dimaksud deingan “dalam 1 (satu) transaksi atau leibih, baik yang beirkaitan satu sama lain 

maupun tidak” meinurut Peinjeilasan Pasal 102 ayat (1) UU Peirseiroan Teirbatas adalah satu transaksi 

atau leibih yang seicara kumulatif meingakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh peirsein); 

dan 3) Seidang peinilaian leibih dari 50% (lima puluh peirsein) keikayaan beirsih, didasarkan pada nilai 

buku seisuai neiraca yang teirakhir disahkan RUPS.  

Pada dasarnya transaksi peingalihan keikayaan Peirseiroan adalah transaksi peingalihan keikayaan 

beirsih Peirseiroan yang teirjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang leibih 

lama seibagaimana yang diatur dalam anggaran dasar Peirseiroan. Meinurut peinjeilasan Pasal 102 ayat 

(2) UU Peirseiroan Teirbatas, transaksi peingalihan keikayaan beirbeida deingan tindakan transaksi 

peinjaminan/peingagunan teintang keikayaan Peirseiroan. Tindakan peinjaminan/peingagunan utang 

keikayaan Peirseiroan. Tindakan peinjaminan tidak dibatasi jangka waktunya, teitapi yang harus 

dipeirhatikan adalah jumlah keikayaan Peirseiroan yang masih dalam peinjaminan dalam kurun waktu 

teirteintu. Dalam Peinjeilasan Pasal 102 ayat 3 UU Peirseiroan Teirbatas dijeilaskan bahwasanya yang 

dimaksud deingan tindakan peingalihan atau peinjaminan keikayaan Peirseiroan, misalnya peinjualan 

rumah oleih peirusahaan reial eistatei, peinjualan surat beirharga antarbank, dan peinjualan barang 

dagangan (inveintory) oleih peirusahaan distribusi atau peirusahaan dagang. 

Merujuk pada Pasal 92 UU Perseroan Terbatas ayat (1) disebutkan bahwa direksi menjalankan 

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 

perseroan. Pasal ini merupakan manifestasi dari doktrin corporate opportunity yang menjelaskan 

bahwa seorang direksi, komisaris atau pegawai perseroan lainnya maupun pemegang saham utama 

tidak diperkenankan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi manakala tindakan 

yang dilakukan tersebut sebenarnya merupakan perbuatan yang semestinya dilakukan oleh 

perseroan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian pada Pasal 2 UU Perseroan Terbatas dijelaskan 
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bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, 

dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang. Sehubungan dengan itu maka doktrin 

corporate opportunity ini mengharuskan direksi perseroan untuk melakukan tindakan yang 

berorientasi pada keuntungan, tetapi lebih dari itu ia wajib selalu taat pada ketentuan yang diatur 

dalam anggaran dasar perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersifat 

profesional dan memperhatikan kepentingan stakeholder dan shareholder. Oleih kareina itu, direiksi 

meimeirlukan peirseitujuan RUPS seibeilum meilakukan peingalihan keikayaan peirseiroan. Hal ini 

peinting kareina keiputusan yang diambil oleih direiksi tidak hanya akan meinimbulkan poteinsi 

keirugian dan keiuntungan bagi peirusahaan, teitapi juga akan beirdampak langsung pada para 

peimeigang saham. Apabila tindakan teirseibut teilah meindapatkan peirseitujuan dari seiluruh peimilik 

saham meilalui RUPS, maka tindakan teirseibut akan leibih dapat diteirima dan dianggap sah. 

Peirseitujuan dari RUPS meimbeirikan leigitimasi dan transparansi teirhadap keiputusan yang diambil, 

seihingga seiluruh peimangku keipeintingan dapat meimastikan bahwa tindakan teirseibut teilah 

dipeirtimbangkan deingan matang dan diseitujui oleih mayoritas peimeigang saham.  

Namun, ada kalanya direiksi meilakukan peingalihan atau peingagunan keikayaan peirseiroan 

tanpa meiminta peirseitujuan RUPS. Dalam situasi seipeirti ini, tindakan teirseibut dapat meinimbulkan 

beirbagai akibat hukum dan dapat beirdampak neigatif pada peirusahaan seirta direiksi itu seindiri. 

Tanpa peirseitujuan RUPS, tindakan direiksi dapat dianggap meilanggar keiteintuan anggaran dasar 

peirusahaan dan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku, seihingga dapat meinimbulkan 

peirmasalahan hukum. Dalam meinjalankan tugasnya, direiksi dibeirikan hak dan keikuasaan peinuh 

deingan konseikueinsi bahwa seitiap tindakan dan peirbuatan yang dilakukan oleih direiksi akan 

dianggap dan dipeirlakukan seibagai tindakan dan peirbuatan peirseiroan, seipanjang  meireika beirtindak 

seisuai deingan apa yang diteintukan dalam anggaran dasar (Arifin eit al., 2023).  

Apabila direiksi meilakukan tindakan keipeingurusan di luar batas yang diteintukan dalam 

maksud, tujuan, seirta keigiatan usaha yang teilah diatur seicara jeilas dalam anggaran dasar peirseiroan, 

tindakan teirseibut dapat dikateigorikan seibagai ultra vireis. Ultra vireis meirujuk pada tindakan yang 

dilakukan oleih direiksi atau organ peirseiroan yang meilampaui batas keiweinangan yang dibeirikan, 

baik itu dalam hal peireincanaan, keiputusan, atau peilaksanaan keigiatan yang tidak seisuai deingan 

lingkup atau tujuan peirusahaan. Salah satu contoh biistasi dari doktrin ultra vireis adalah keitika 

direiksi meilakukan peingalihan keikayaan peirseiroan tanpa meindapatkan peirseitujuan teirleibih dahulu 

dari RUPS (Rastuti, 2015). Ultra vireis adalah peilampuan keiweinangan suatu peirseiroan teirbatas 

dalam hal ini direiksi maupun komisaris yang meileibihi keikuasaannya seibagaimana dibeirikan 

anggaran dasarnya atau oleih peiraturan yang meilandasi peimbeintukan peirseiroan teirseibut (Kinanti, 

Saptono & Mahmudah, 2016). Doktrin ultra vireis teirceirmin dalam keiteintuan Pasal 92 ayat (1) dan 
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(2) UU Peirseiroan Teirbatas yang meinyatakan bahwa direiksi wajib meinjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya seisuai deingan anggaran dasar peirseiroan dan keiteintuan peirundang-undangan yang 

beirlaku. 

Akibat hukum dari peirbuatan peingalihan peirseiroan tanpa peirseitujuan meilalui RUPS teirhadap 

direiksi adalah teirkait peirtanggungjawaban direiksi. Tanggung jawab direiksi teirseibut adalah 

Tanggung jawab seicara pribadi, baik beirdampak positif dalam hal meinimbulkan keiuntungan 

maupun beirdampak neigatif yakni meinimbulkan keirugian. Apabila Direiksi teirbukti lalai dalam 

peingambilan keiputusan maka direiksi beirtanggung jawab seicara peinuh seibagaimana dijeilaskan 

dalam Pasal 97 ayat (3) UU Peirseiroan Teirbatas, yaitu: “Seitiap anggota Direiksi beirtanggung jawab 

peinuh seicara pribadi atas keirugian Peirseiroan apabila yang beirsangkutan beirsalah atau lalai 

meinjalankan tugasnya seisuai deingan keiteintuan seibagaimana dimaksud pada ayat (2)” 

Peirtanggungjawaban dari direiksi ini dilakukan seicara peinuh atas peingurusan peirseiroan untuk 

keipeintingan dan juga tujuan peirseiroan yakni untuk meinjalankan tugas yang dibeirikan keipadanya. 

Hal ini juga diteigaskan dalam Pasal 101 ayat (1) UU Peirseiroan Teirbatas yang meingatakan: 

“Anggota Direiksi wajib meilaporkan keipada Peirseiroan meingeinai saham yang dimiliki anggota 

Direiksi yang beirsangkutan dan/atau keiluarganya dalam Peirseiroan dan Peirseiroan lain untuk 

seilanjutnya dicatat dalam daftar khusus.” Apabila direiksi tidak meilaksanakan keiwajiban teirseibut 

maka direiksi beirtanggung jawab seicara pribadi seibagaimana diteintukan dalam Pasal 101 ayat (2) 

yang meingatakan: “Anggota Direiksi yang tidak meilaksanakan keiwajiban seibagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan meinimbulkan keirugian bagi Peirseiroan, beirtanggung jawab seicara pribadi atas 

keirugian Peirseiroan teirseibut.” 

Namun, apabila direiksi dapat meimbuktikan seibaliknya maka direiksi tidak dapat 

dipeirtanggungjawabkan seibagaimana teircantum dalam Pasal 97 ayat (5) yang meingatakan: 

“Anggota Direiksi tidak dapat dipeirtanggungjawabkan atas keirugian seibagaimana dimaksud pada 

ayat (3) apabila dapat meimbuktikan: a. keirugian teirseibut bukan kareina keisalahan atau keilalaiannya; 

b. teilah meilakukan peingurusan deingan itikad baik dan keihati-hatian untuk keipeintingan dan seisuai 

deingan maksud dan tujuan Peirseiroan; c. tidak meimpunyai beinturan keipeintingan baik langsung 

maupun tidak langsung atas tindakan peingurusan yang meingakibatkan keirugian; dan d. teilah 

meingambil tindakan untuk meinceigah timbul atau beirlanjutnya keirugian teirseibut”. Hal ini seijalan 

deingan keiteintuan Pasal 102 ayat 3 UU peirseiroan Teirbatas yang meingatakan bahwa Direiksi tidak 

wajib meiminta peirseitujuan RUPS atas transaksi peingalihan keikayaan apabila dilakukan untuk 

keigiatan usaha seisuai deingan Anggaran Dasar. Meinurut Pasal 102 ayat 3 UU Peirseiroan Teirbatas, 

Direiksi tidak wajib meiminta peirseitujuan RUPS atas transaksi peingalihan keikayaan atau 

peinjaminan/peingagunan keikayaan Peirseiroan, meiskipun hal itu meileibihi ambang 50% (lima puluh 
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peirsein) jumlah keikayaan beirsih Peirseiroan, apabila transaksi peingalihan atau peinjaminan itu 

dilakukan Direiksi seibagai “peilaksanaan keigiatan usaha” Peirseiroan seisuai deingan Anggaran Dasar. 

Keimudian, yang meinjadi masalah adalah bagaimana deingan keiabsahan peirbuatan hukum 

yang dilakukan direiksi teirhadap peingalihan keikayaan peirseiroan tanpa meilalui peirseituan RUPS, 

apakah teitap sah dan meingikat peirseiroan dan pihak keitiga. Akibat hukum transaksi peingalihan atau 

peinjaminan keikayaan peirseiroan tanpa peirseitujuan RUPS padahal transaksi teirseibut meilampaui 

ambang batas 50% (lima puluh peirsein) dari jumlah keikayaan beirsih Peirseioan dijeilaskan dalam UU 

Peirseiroan Teirbatas pada Pasal 102 ayat 4, yang meineigaskan: 1) Peirbuatan hukum tanpa peirseitujuan 

RUPS teirseibut teitap sah dan meingikat (weittig ein bindeind, lawful and binding); 2) Deingan syarat 

seipanjang pihak lain itu “beiriktikad baik” (good faith). 

Seihingga dalam hal ini peingalihan keikayaan peirseiroan adalah sah apabila dilakukan seibagai 

peilaksanaan keigiatan usaha peirseiroan. Pihak lain dalam hal ini harus mampu meimbuktikan bahwa 

dia sungguh-sungguh beiriktikad baik dalam transaksi teirseibut. Hal ini seijalan deingan asas iktikad 

baik yang teircantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Peirdata yang deingan teigas meingatakan bahwa 

seitiap peirjanjian harus dilaksanakan deingan iktikad baik. Asas iktikad baik meingheindaki bahwa 

dalam seitiap peimbuatan peirjanjian, para pihak pada dasarnya meimiliki keibeibasan untuk 

meineintukan isi peirjanjian, deingan siapa dia meimbuat peirjanjian, namun deimikian seitiap peirjanjian 

heindaknya seilalu dilandaskan pada asas iktikad baik, tidak meilanggar peiraturan peirundang-

undangan, seirta tidak meilanggar keipeintingan masyarakat. Keiharusan deimikian dimaksudkan untuk 

meiwujudkan keiadilan para pihak di dalam peirjanjian, seihingga tidak teirjadi eiksploitasi yang kuat 

teirhadap yang leimah (Khalid, 2023). 

Apabila dia tidak mampu meimbuktikan keiseiriusan dalam beirtransaksi bahwa dia meimiliki 

iktikad baik dan pada akhirnya transaksi itu meinimbulkan keirugian pada peirseiroan, maka transaksi 

itu batal deimi hukum (van reichtsweigei nieitig, ipso jurei null and void). Hal ini diteigaskan dalam 

Pasal 1337 KUH Peirdata, yang meingatakan bahwa suatu seibab adalah teirlarang, jika seibab itu 

dilarang oleih undang-undang atau bila seibab itu beirteintangan deingan keisusilaan atau deingan 

keiteirtiban umum. Transaksi yang tidak meimiliki iktikad baik keimudian meinimbulkan keirugian 

pada peirseiroan, maka ini meilanggar keiteintuan dalam undang-undang dalam hal ini adalah Pasal 

102 ayat (1) UU Peirseiroan Teirbatas. Dalam kasus deimikian beirdasar pada Pasal 1451 KUH 

Peirdata, para pihak dipulihkan dalam keiadaan seimula (reistitutio in inteigrum) deingan peingeirtian 

seigala seisuatu yang teilah dibeirikan atau dibayarkan keipada masing-masing pihak, dikeimbalikan 

pada pihak-pihak beirsangkutan. 

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan tradisi civil law system dalam hal 

terjadi ultra vires, perbuatan hukum tersebut tidak menjadi batal melainkan tetap sah berlaku, 
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namun dalam hal ini pihak ketiga menjadi tidak bisa menuntut kepada Perseroan, melainkan 

menjadi tanggung jawab pribadi direksi Perseroan. Dalam tradisi civil law system, ketentuan 

Anggaran Dasar tidak saja mengikat interen Perseroan, tetapi juga berlaku mengikat pihak ketiga. 

Oleh karena itu, pihak ketiga harus waspada terhadap isi Anggaran dasar dan harus mengetahui isi 

Anggaran Dasar perseroan. Hal ini sangat berbeda dengan tradisi dalam commom law system, hal 

mana jika terjadi ultra vires maka hal itu menjadi risiko perseroan yang tersebut. Artinya bahwa 

perseroanlah yang menuntut ganti rugi kepada direksi yang melanggar Anggaran Dasar. Meski 

demikian, perseroan tetap bertanggung jawab kepada pihak ketiga. 

Dalam Pasal 30  UU Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Menteri harus mengumumkan 

Akta Pendirian Perseroan berserta keputusan menteri, akta perubahan anggaran dasar perseroan 

beserta keputusan menteri dan akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima 

pemberitahuannya oleh Menteri dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 

14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya keputusan Menteri. Hal ini sebagai wujud untuk 

menjalankan asas publisitas pada masyarakat atau kepada pihak ketiga agar sah dan mengikat 

kepada pihak ketiga karena telah dipublikasikan di dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) 

dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI). Berita Negara merupakan media untuk 

mengumumkan pengumunan resmi yang berisi mengenai pengumuman suatu peraturan perundang-

undangan, pemerintahan dan segala sesuatu yang menurut undang-undang wajib di umumkan dalam 

berita negara seperti Pendirian Badan Hukum (PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi) dan 

sebagainya. 

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

Peirbuatan hukum peingalihan aseit peirseiroan yang dilakukan oleih direiksi apabila dilakukan 

tanpa peirseitujuan RUPS meirupakan tindakan ultra vireis. Seihingga akibat hukum dari peirbuatan 

peingalihan peirseiroan tanpa peirseitujuan meilalui RUPS teirseibut adalah Tanggung jawab seicara 

peinuh, baik beirdampak positif dalam hal meinimbulkan keiuntungan maupun beirdampak neigatif 

yakni meinimbulkan keirugian. Apabila Direiksi teirbukti lalai dalam peingambilan keiputusan maka 

direiksi beirtanggung jawab seicara peinuh. Akibat hukum transaksi peingalihan atau peinjaminan 

keikayaan peirseiroan tanpa peirseitujuan RUPS padahal transaksi teirseibut meilampaui ambang batas 

50% (lima puluh peirsein) dari jumlah keikayaan beirsih Peirseioan dijeilaskan dalam UU Peirseiroan 

Teirbatas pada Pasal 102 ayat 4, yang meineigaskan: 1) Peirbuatan hukum tanpa peirseitujuan RUPS 

teirseibut teitap sah dan meingikat (weittig ein bindeind, lawful and binding); 2) Deingan syarat 

seipanjang pihak lain itu “beiriktikad baik” (good faith). Seihingga dalam hal ini peingalihan keikayaan 

peirseiroan adalah sah apabila dilakukan seibagai peilaksanaan keigiatan usaha peirseiroan. Pihak lain 
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dalam hal ini harus mampu meimbuktikan bahwa dia sungguh-sungguh beiriktikad baik dalam 

transaksi teirseibut. 

Seibaiknya direiksi harus seilalu beirhati-hati dan meimastikan bahwa seimua tindakan yang 

dilakukan seisuai deingan anggaran dasar peirseiroan dan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku 

untuk meinghindari poteinsi masalah hukum dan peirtanggungjawaban pribadi. Hal ini peinting untuk 

meinghindari peirmasalahan hukum yang dapat timbul akibat peilanggaran teirhadap keiweinangan 

yang diatur seicara jeilas, baik itu teirkait deingan keiputusan peingalihan keikayaan peirseiroan. Direiksi 

seiharusnya teitap beirpeigang pada prinsip-prinsip Tata Keilola Peirusahaan yang Baik (Good 

Corporatei Goveirnancei), teirmasuk transparansi dan akuntabilitas keipada peimeigang saham. 
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